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Revisi UU Pemilu

Kehbijakan Verifikasi Parpol
Mulai Diperdebatkan

REVISI Undang Undang Pemils bakal dilaksana-
kan pada Z026. Ada beberapa isu yang menjadi
bahan perdebatan dalam perumusan draf RUU
Pamilu

terang Khazin
Berbagai masukan dari panai politk di luar
pariemen maupun dari organisasi kepemiluan
akan menjadi bahan pembabasan di Komisi |l
DPFR_ Bahkan, Khozin bilang berbagai usulan
dan masukan akan menjadi masukan penting
bagi pembentuk UU untuk merumuskan norma
dalam perubahan UL Pemiu mendatang.
Seperti gugatan Partai Buruh terhadap norma
mengenai batas ambang kelerwakilan parle-

Diantaranya, aluran angka ambang batas
parlemen dan kebijakan verifikasi bagi partai
poliik, baik verifikasi administrasi maupun
partai peditik

Anggota Komisi 1l DPR. Muhammad Khozin
mengakui jika RUU Pemilu kemungkinan be-

Tahun 2017 tentang Pemilu, chyeknya telah
diputuskan oleh MK melaiu Pulusan Nomer 116/
PUU-XX12023.

Dalam putusan tersebut, MK memarintahkan
Kepada pembuat UL uniuk mangatur ulang me-
ngenai ketentuan Pariamentany Threshold de-
rgan memerhatikan prinsip proprosicnalitas

saja DFR dan Pemerintah membual aturan

mengenai verifikasi yang mengakamodir sarmua

pihak. “Misainya, partai di DPR cukup daftar

ulang saja, sementara partai non pardemen hanya
ujar dia

Wakil Ketua Komisi [l DPFR,

ngatakan, berdasarkan

verifikasi adminisiras
Menanggapi hal

n itu, ada juga desakan mengenai me- san Mahkamah Konstitusi (MK) semua partai
Kanisme verifikasi bagi partai politik yang akan  waijib ikut verifikasi
menjadi peserta permilu Seperti apa pandangan Zulfikar Arse Sadikin

sar akan dibahas tahun depan. “Perubahan
UU Pemilu akan dilakukan pada awal 2026,

men i ¥ T
tertuang dalam Pasal 414 ayat (1) UU NO 7

AGUS SUPRIYADI
WWakil Presiden Partai Buruh

Biar Adil, Kami Cukup
Verifikasi Administrasi

Kalau aturan
verifikasi dibuat
seperti itu, kita

minta biar adil
juga bagi partai
non parlemen.

hies aleh DER don
heberapa poin

Maksucluy i, purtai o
cukup duftar kg s

soal verifikasi, Wakil Presiden
Partai Buruh, Agus Supriyadi mengatakan bisa

dan Agus Supriyadi mengenai usulan mengenai
verifikasi partai palitik, berikul wawancaranya.

ZULFIKAR ARSE SADIKIN
Wakil Ketua Komisi Il DPR

Semua Parpol Diverifikasi
Administrasi Dan Faktual

Saya justru
mengusulkan
jika verifikasi

sa dilakukan di
daerah dulu.

pat dard grartal non par-
semat aturan verifikasi,
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